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Alih Guna Lahan dan Kehutanan (LULUCF) –
Kunci Penurunan Emisi GRK Global.
 
 
Kopenhagen, Jum’at 11 Desember 2009. Alih Guna Lahan dan Kehutanan atau dalam negosiasi global disebut sebagai Land-Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) merupakan isu penting dalam perundingan perubahan iklim global di Kopenhagen. Menurut para pakar perubahan iklim, sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari LULUCF selama ini diperkirakan menyumbang lebih dari seperlima total emisi global. Emisi sebesar itu berasal dari kegiatan marusia yang melakukan aktivitasnya di atas lahan pertanian, kehutanan, pemukiman, dan lain-lain.
 
Terkait dengan kehutanan, maka upaya global untuk mereduksi emisi karbon pada saat ini disalurkan dalam Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (Reducing Emission from Deforestation and Degradation/REDD). Jadi REDD tidak lain adalah bagian dari LULUCF.
 
Perundingan LULUCF menjadi semakin penting karena LULUCF menjadi salah satu komponen utama yang dinegosiasikan melaluiAd-hoc Working Group on Further Commitment of Annex-1 Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP). Ini berarti bahwa negara-negara maju berkepentingan untuk menyusun berbagai aturan, mendefinisikan, dan memperhitungkan emisi GRKnya yang dapat dikategorikan dalam aktivitas LULUCF.  Pada akhirnya nanti, harus terlihat berapa jumlah emisi yang dikeluarkan, disimpan dan dilepaskan oleh negara-negara Annex-1 dari berbagai kegiatan LULUCF. Angka-angka emisi ini kemudian menjadi amat penting karena dapat menentukan apakah sebuah negara telah memenuhi komitmennya dalam menurunkan jumlah emisi GRKnya.   
 
Karena pada hakekatnya AWG-KP merupakan wadah negosiasi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban negara maju dalam menurunkan emisi GRKnya, maka perhitungan emisi yang dilepaskan, diserap dan disimpan melalui kegiatan LULUCF menjadi krusial. Dalam kaitan inilah kemudian negosiasi LULUCF berlangsung untuk mencari titik temu para pihak tentang kegiatan apa saja yang akan disepakati atau tidak disepakati menjadi sumber, penyerap maupun penyimpan karbon karena intervensi manusia di atas lahan (human induce activities).
 
Dalam negosiasi LULUCF di Kopenhagen, negara-negara maju cenderung untuk mencari cara dan atau jalan agar kewajiban mereduksi emisinya menjadi serendah mungkin. Hal ini dilakukan misalnya dengan membuat definisi-definisi tentang kebakaran hutan dan lahan akibat gangguan alamiah (natural disturbances), kandungan karbon yang disimpan dalam produk-produk kayu yang telah ditebang (harvested wood products), dan lain lain.
 
Indonesia, bersama-sama dengan kelompok negara berkembang yang tergabung dalam Grup 77 dan China selama ini telah menyatakan posisinya untuk tidak menerima usulan-usulan seperti itu, Indonesia tetap konsisten dengan posisi sebelumnya yang memandang bahwa bencana alam bukan hanya bisa terjadi karena kegiatan LULUCF, tetapi bisa terjadi juga di luar kegiatan LULUCF.
 
Doddy sukadri, Ketua Kelompok Kerja LULUCF di Dewan Nasional Perubahan Iklim mengatakan : “Dalam konteks LULUCF, Indonesia memandang perlu untuk mengangkat definisi peatland (lahan gambut) yang perlu dipisahkan dari definisi wetland (lahan basah) yang tertuang dalam text negosiasi. Hal ini karena potensi lahan gambut yang sangat besar dalam menyerap,menyimpan dan melepas karbon, sehingga akan memberikan peranan penting dalam pengurangan emisi secara global.”
 
Berdasarkan data dari draft Second National Communication Indonesia, sebuah dokumen tentang emisi GRK, jumlah emisi CO2 dari alih guna lahan dan kehutanan tercatat sebesar 649 juta ton CO2 dan dari pertanian serta lahan gambut sebesar 247 juta ton. Sehingga dengan demikian emisi LULUCF mencapai 64% dari total emisi Indonesia pada tahun 2000. Jika diproyeksikan, maka total emisi GRK Indonesia pada tahun 2020 akan menjadi sekitar 2,6 sampai 2,9 Gigaton, dengan persentase terbesar tetap dari emisi LULUCF.  Dengan demikian, peranan LULUCF sangatlah penting dalam upaya penurunan gas rumah kaca di Indonesia.
 
Sebagai negara tropis yang memiliki lahan gambut terluas di Asia Tenggara maka selayaknya Indonesia memperoleh perhatian dunia agar lahan gambutnya tidak melepaskan emisi yang besar dan sebaliknya dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Upaya penurunan emisi secara sukarela sebesar 26 sampai 41 persen pada tahun 2020 yang telah menjadi kebijakan pemerintah  hendaknya memperoleh perhatian dan mendapatkan insentif dari masyarakat global.    
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